BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Sistem kerja leasing memberikan peluang menarik bagi perusahaan untuk alternatif pembiayaan barang modal, Sistem pembiayaan menggunakan FIF dalam proses pengajuan kredit dilakukan oleh marketing atau sales yang ada ditoko atau dealer. Konsumen bisa memilih barang apa yang dibutuhkan dan berapa angsuran yang harus di bayarkan setiap bulannya dengan melakukan pengajuan aplikasi kredit terlebih dahulu. Bagi para wirausahawan yang membutuhkan barang modal untuk menunjang perusahaannya PT FIF sangat mendukung dan membantu untuk memenuhi kebutuhan barang modal perusahaan dengan cara yang sama seperti pembiayaan pada perorangan, terlebih dahulu pemilik usaha memilih barang apa saja yang akan dibiayai menggunakan FIF.
B. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis memberikan saran agar dapat memberikan kejelasan syarat apa saja yang harus dimiliki pemohon atau lessor agar dapat lebih mempermudah proses pengajuan barang modal, karena dari penelitian yang diperoleh banyak perusahaan atau masyarakat yang belum memahami proses pengajuan melalui leasing. Sebagian besar masyarakat dan wirausaha yang ingin menggunakan leasing kurang faham apa itu leasing, dan bagaimana prosesnya sehingga membuat sebagian besar masyarakat beranggapan leasing sama dengan bank. Untuk penulis selanjutnya, diharapkan dapat menjelaskan proses yang dilakukan untuk pengajuan pembiayaan barang modal melalui leasing. Dalam hal ini mekanisme leasing sebagai salah satu pembayaran dalam lembaga pembiayaan maka penulis juga memberikan saran kepada para pembaca atau pengguna leasing untuk sesuai dengan mekanisme yang ada dalam perjanjian leasing

Badan  usaha leasing memiliki peran yang cukup baik, maka dari itu sebaiknya badan usaha leasing mampu menjaga integritasnya agar tetap memiliki manfaat yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Untuk menjaga stabilitas perusahaan leasing memiliki peran penting. Maka dari itu, sebaiknya pihak leasing menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan pemerintah. Efektifitas pembayaran pada perusahaan tergantung pada kemampuan perusahaan, untuk itu pihak leasing sebaiknya menilai secara hati-hati uang yang akan digunakan untuk membiayai barang modal dan dapat dikembalikan atau diangsur oleh pemohon kredit sesuai kesepakatan yang dilakukan sebelum akad kredit dilakukan.
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